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Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi tentang pencegahan dan pemberantasan perdagangan
manusia di Kota Pontianak, sumber daya manusia dalam proses implementasi tentang pencegahan dan
pemberantasan perdagangan manusia di Kota Pontianak, komunikasi antar organisasi dalam implementasi
tentang pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia di Kota Pontianak, lingkungan sosial, ekonomi
dalam implementasi tentang pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia di Kota Pontianak oleh
Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Kota Pontianak. Metode
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil penelitian yang penulis peroleh
pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana : 1) Implementasi
pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia di Kota Pontianak untuk melindungi hak-hak perempuan
serta untuk kesejahteraan hidup masyarakat dan menghindari terjadinya korban perdagangan manusia secara dini
terutama terhadap perempuan. 2) Sumber daya manusia yang khusus menangani perdagangan manusia pada
BPMPAKB Kota Pontianak yakni Kasubbid Pemberdayaan Perempuan yang menangani korban perdagangan
manusia masih minim yang berakibat pada tidak maksimalnya pencegahan dan pemberantasan perdagangan
orang. 3) Komunikasi yang dilakukan oleh Kasubbid Pemberdayaan Perempuan pada BPMPAKB Kota
Pontianak dalam mengkoordinasi pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia dengan instansi terkait
masih lemah. 4) Disposisi atau sikap pelaksana pada BPMPAKB Kota Pontianak tidak menekankan pada
kecakapan khusus namun kecakapan sangat diperlukan, kecakapan pelaksana didapat melalui pelatihan dan
sosialisasi program. 5) Kondisi lingkungan sosial dan ekonomi dalam implementsi program pencegahan dan
pemberantasan perdagangan orang di Kota Pontianak yang dilakukan oleh Kasubbid Pemberdayaan Perempuan
BPMPAKB Kota Pontianak masih stabil atau baik dan program masih berjalan.

Kata-kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Perdagangan Manusia.

Abstract

The purpose of this research is to investigate the lmplementation of the prevention and eradication of human
trafficking in Pontianak City and to discover the human resources, the communication amongst organizations in
the implementation process of the prevention and eradication of human tafficking in Pontianak, more over, it is
also aimed at finding out the social and economic environment in the implementation of the prevention and
eradication of human traffrcking in Pontianak City by Community, Women and Children Empowennent Agency
of Pontianak City. The research is designed qualitatively. The results gained from the communifi women,
children, and family planning empowerment agency show that : 1) The implementation of the prevention and
eradication of human trafficking in the city of Pontianak aims to protect women's rights and prosper the lives of
the people and anticipate the traffrcking victims as early as possible early on, especially to women 2). Human
resources specializing in human trafficking in the community, women, children, and family planning
empowennent agency ie the Sub-heads in the agency of Pontianak City are still inadequate which resulted in not
maximal prevention and eradication of traffroking people. 3) The communication conducted by the head of the
sub division of women empowerment on the empowerment of community, women, children and family planning
of Pontianak city in coordinating the prevention and eradication of trafficking with related institutions is still
weak. 4) The dispositions or attitudes to the empowerment agency of community, women, children and family
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planning of Pontianak City do not emphasize on special skills but the skills that are needed. The skills are
obtained through training and program socialization. 5) The social and economic environment in the
implementation of the prevention and eradication program oftraffrcking in Pontianak by the head of subdivision
of the empowerment agency of community, women, children, and family planning of Pontianak City is still
stable or good and the program is still running.

Keywords : Implementation, Policy, Human Trafficking

A. PENDAHULUAN

A.1.Latar Belakang Masalah

Di Kota Pontianak Provinsi

Kalimantan Barat dengan bertambahnya

jumlah penduduk dan latar belakang

penduduk yang beragam serta memiliki

permasalahan sosial yang beragam dan

kompleks, tentu menarik untuk dijadikan

fokus penelitian oleh siapapun dan

lembaga manapun terhadap masalah

perdagangan manusia (human trafficking)

terutama perempuan dan anak.

Perdagangan manusia bukan hanya

merupakan persoalan tindakan kejahatan,

melainkan pula terkait erat dengan

pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Pemahaman ini berkaitan dengan

hak-hak paling dasar dari manusia yaitu

mendapatkan kehidupan yang baik,

sejahtera hingga pengakuan hak individu

sebagai manusia yang bermartabat. Oleh

karena itu, dalam kasus perdagangan

manusia, nilai-nilai tersebut telah di

langgar dengan memperlakukan manusia

layaknya sebuah barangan dagangan

seperti properti dan produk komersial yang

bisa di eksploitasi.

Tingginya kasus perdagangan

manusia perempuan dan anak di Provinsi

Kalimantan Barat berakibat terhadap

pencegahan dan pemberantasan dalam

kasus perdagangan manusia seperti halnya

yang terjadi di Kota Pontianak yang

memerlukan penanganan serius yang

dilakukan oleh Badan Pemberdayaan

Masyarakat, Perempuan, Anak dan

Keluarga Berencana Kota Pontianak yang

juga berwewenang untuk melakukan

pencegahan dan pemberantasan serta

penanganan dalam menyelesaikan kasus

perdagangan manusia.

Perdagangan manusia disebabkan

oleh tingkat pendidikan dan perekonomian

yang sangat rendah dan tidak bisa

dikendalikan oleh pemerintah sehingga

kurangnya lapangan pekerjaan semakin

menyulitkan posisi masyarakat yang

kurang dalam pendidikan dan ekonomi.

Perdagangan manusia yang setiap

tahunnya selalu ada saja kasus

perdagangan manusia terutama perempuan
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dan anak menjadi korban dalam tindak

kejahatan.

Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun

2007 tentang pencegahan dan

pemberantasan perdagangan orang

terutama perempuan dan anak telah

menjadi dasar hukum untuk mencegah dan

memberantas Perdagangan Orang, akan

tetapi lemahnya peraturan daerah dalam

menangani kasus perdagangan manusia

semakin mudahnya tindak kejahatan dalam

memperjualbelikan manusia khususnya

perempuan dan anak.

Perdagangan manusia terutama

perempuan yang terjadi dikarenakan

perekonomian dan pendidikan yang kurang

dan minim yang dialami oleh korban kasus

perdagangan manusia dan mengakibatkan

terjadinya “Traficking”. Pemerintah daerah

dalam mensosialisasikan mencegah dan

memberantas perdagangan manusia

terutama perempuan dan anak sudah

dilaksanakan namun belum semaksimal

mungkin serta sumber daya yang dalam

menangani kasus perdagangan manusia ini

masih belum optimal, karena masih adanya

kasus perdagangan manusia yang terjadi di

wilayah Kota Pontianak.

Pemerintah daerah seharusnya

mampu memberdayakan berbagai

kelembagaan publik terhadap pencegahan

dan pemberantasan perdagangan manusia

terutama perempuan dan anak. Berbagai

kelembagaan difokuskan pada tugas dan

fungsi kelembagaan publik dalam

pemberdayaan perempuan dan anak di

Kota Pontianak. Dengan demikian maka

peran pemerintah menjadi sangat strategis

dan menentukan, pemerintah  harus

mempunyai pemahaman yang sama

dengan jiwa dari kebijakan nasional

tentang pencegahan dan pemberantasan

perdagangan manusia terutama perempuan

dan anak agar dapat diimplementasikan

sebagaimana mestinya, juga harus mampu

memadukan semua faktor yang

berpengaruh terhadap implementasi

tersebut, yang diharapkan dapat

memberikan penyelesaian permasalahan-

permasalahan perempuan dan anak serta

mendorong mereka ke arah pemberdayaan.

A.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di

atas, maka rumusan masalah adalah

sebagai berikut: “Bagaimana Implementasi

Perda Nomor 07 Tahun 2007 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan

Perdagangan Manusia di Kota Pontianak

khususnya pada unit Human Trafficking

Perempuan dan Anak Badan

Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan,

Anak dan Keluarga Berencana Kota

Pontianak”?
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A.3.Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini pada dasarnya

diajukan untuk mencapai sebuah tujuan

yang ingin dicapai yaitu:

1. Untuk mengetahui dan mendapatkan

pemahaman baru tentang pencegahan

dan pemberantasan perdagangan

manusia terutama perempuan kasus

perdagangan manusia pada Badan

Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan,

Anak dan Keluarga Berencana Kota

Pontianak.

2. Proses implementasi tentang

pencegahan dan pemberantasan

perdagangan manusia terutama

perempuan kasus perdagangan manusia

pada Badan Pemberdayaan Masyarakat,

Perempuan, Anak dan Keluarga

Berencana Kota Pontianak.

A.4.Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan

mampu memberikan manfaat yaitu:

1. Manfaat teoritis: Diharapkan dapat

menjadi sumbangan pemikiran bagi

ilmu sosial untuk mengetahui dan

memahami serta menerapkan kajian

teoritis terhadap kasus perdagangan

manusia di Kota Piontianak.

2. Manfaat praktis: Diharapkan

menghasilkan rumusan bagi bahan

rekomendasi BPMPAKB Kota

Pontianak dalam mengimplementasikan

kasus perdagangan manusia di Kota

Pontianak serta memberikan

pengetahuan bagi masyarakat tentang

perdagangan manusia sehingga instasi

atau lembaga yang terkait dapat

mensosialisasikan masalah perdagangan

manusia dan memberikan pelayanan

yang optimal terhadap korban

perdagangan manusia.

A.5.Tinjauan Pustaka

Terdapa Perdagangan manusia

“Trafficking” merupakan suatu

permasalahan lama yang kurang

mendapatkan perhatian sehingga

keberadaannya tidak begitu nampak di

permukaan padahal dalam prakteknya

sudah merupakan permasalahan sosial

yang berangsur angsur menjadi suatu

kejahatan masyarakat kedudukan manusia

sebagai obyek sekaligus sebagai subyek

dari trafficking. Selain masalah utama

kurangnya upaya hukum pencegahan yang

kuat bagi para pelaku, masalah ini juga

didasari oleh lemahnya tingkat kesadaran

masyarakat untuk mengerti dan paham

akan adanya bahaya yang ditimbulkan dari

praktek perdangan manusia terutama

perempuan dan anak.

Goerge Edward III membahas empat

faktor atau variable krusial dalam

implementasi kebijakan publik. Faktor-

faktor atau variabel-variabel tersebut
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adalah komunikasi, sumber-sumber,

kecenderungan-kecenderungan atau

tingkah laku - tingkah laku dan struktur

birokrasi. Secara umum Edwards

membahas tiga hal penting dalam proses

komunikasi yaitu transmisi, konsistensi,

dan kejelasan (clarity). Sumber - sumber

yang penting meliputi; staf yang memadai

serta keahlian yang baik untuk

melaksanakan tugas-tugas mereka,

wewenang serta fasilitas-fasilitas yang

diperlukan untuk menterjemahkan usul-

usul di atas kertas guna melaksanakan

pelayanan-pelayanan publik.

Senada dengan model implementasi

kebijakan yang dikemukakan oleh George

Edwards III, menurut Van Meter dan Van

Horn ada enam variabel yang

mempengaruhi kinerja implementasi

kebijakan yaitu (1) standar/sasaran atau

tujuan implementasi kebijakan, (2)

sumberdaya, (3) komunikasi antar

organisasi, (4) karakteristik agen

pelaksana, (5) kondisi sosial, ekonomi dan

politik dan (6) disposisi (dalam Subarsono,

2005:99).

Implementasi kebijakan publik model

Van Meter dan Van Horn berikut :

1. Standar dan Sasaran Kebijakan /

Ukuran dan Tujuan Kebijakan.

Kinerja implementasi kebijakan dapat

diukur tingkat keberhasilannya dari

ukuran dan tujuan kebijakan yang

bersifat realistis dengan sosio-kultur

yang ada di level pelaksana kebijakan.

Ketika ukuran dan dan sasaran

kebijakan terlalu ideal (utopis), maka

akan sulit direalisasikan (Agustinus,

2007:142). Van Meter dan Van Horn

(dalam Sulaeman, 1998:24)

mengemukakan untuk mengukur kinerja

implementasi kebijakan tentunya

menegaskan standar dan sasaran

tertentu yang harus dicapai oleh para

pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan

pada dasarnya merupakan penilaian atas

tingkat ketercapaian standar dan sasaran

tersebut.

2. Sumber Daya.

Keberhasilan implementasi kebijakan

sangat tergantung dari kemampuan

memanfaatkan sumber daya yang

tersedia. Manusia merupakan sumber

daya yang terpenting dalam

menentukan keberhasilan suatu

implementasi kebijakan. Setiap tahap

implementasi menuntut adanya sumber

daya manusia yang berkualitas sesuai

dengan pekerjaan yang diisyaratkan

oleh kebijakan yang telah ditetapkan

secara politik. Selain sumber daya

manusia, sumber daya finansial dan

waktu menjadi perhitungan penting

dalam keberhasilan implementasi

kebijakan. Sebagaimana yang

dikemukakan oleh Van Mater dan Van

Horn bahwa ”New town study suggest

that the limited supply of federal
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incentives was a major contributor to

the failure of the program”

3. Karakteristik Organisasi Pelaksana.

Menurut George Edward III (dalam

Widodo, 2007:105) karakteristik utama

dari struktur birokrasi adalah prosedur

kerja standar (SOP = Standard

Operating Procedures). SOP (Standard

Operating Procedures) dikembangkan

sebagai respon internal terhadap

keterbatasan waktu dan sumber daya

dari pelaksana dan keinginan untuk

keseragaman dalam bekerjanya

organisasi yang kompleks. SOP sangat

mungkin menghalangi implementasi

kebijakan baru yang membutuhkan

cara-cara kerja baru atau tipe-tipe

personil baru untuk

mengimplementsikan kebijakan.

Semakin besar kebijakan membutuhkan

perubahan dalam cara-cara yang rutin

dari suatu organisasi, semakin besar

probabilitas SOP menghambat

implementasi (Edward III, 1980).

4. Komunikasi Antar Organisasi Terkait

Kegiatan Pelaksanaan.

Agar implementasi kebijakan publik

bisa dilaksanakan dengan efektif,

menurut Van Horn dan Van Mater

(dalam Widodo, 1974:12) apa yang

menjadi standar tujuan harus dipahami

oleh para individu (implementors) yang

bertanggung jawab atas pencapaian

standar dan tujuan kebijakan, karena itu

standar dan tujuan harus

dikomunikasikan kepada para

pelaksana. Komunikasi dalam kerangka

penyampaian informasi kepada para

pelaksana kebijakan tentang apa

menjadi standar dan tujuan harus

konsisten dan seragam dari berbagai

sumber informasi.

5. Disposisi atau Sikap Pelaksana.

Menurut pendapat Van Meter dan Van

Horn dalam Agustinus (2006:162):

”Sikap penerimaan atau penolakan dari

agen pelaksana kebijakan sangat

mempengaruhi keberhasilan atau

kegagalan implementasi kebijakan

publik. Hal ini sangat mungkin terjadi

karena kebijakan yang dilaksanakan

bukanlah hasil formulasi warga

setempat yang mengenal betul

permasalahan dan persoalan yang

mereka rasakan. Tetapi kebijakan

publik biasanya bersifat top down yang

sangat mungkin para pengambil

keputusan tidak mengetahui bahkan tak

mampu menyentuh kebutuhan,

keinginan atau permasalahan yang

harus diselesaikan”.

6. Lingkungan Sosial, Ekonomi dan

Politik.

Hal terakhir yang perlu diperhatikan

guna menilai kinerja implementasi

kebijakan adalah sejauh mana

lingkungan eksternal turut mendorong
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keberhasilan kebijakan publik.

Lingkungan sosial, ekonomi dan politik

yang tidak kondusif dapat menjadi

sumber masalah dari kegagalan kinerja

implementasi kebijakan. Karena itu,

upaya implementasi kebijakan

mensyaratkan kondisi lingkungan

eksternal yang kondusif.

B. METODE PENELITIAN

B.1.Jenis Penelitian

Jenis yang digunakan dalam

penelitian ini adalah jenis penelitian

deskriftif, yaitu peneliti menggambarkan

berdasarkan fakta-fakta yang ada dengan

cara menganalisa data yang sudah

terkumpul.

Untuk memperoleh informasi yang

lengkap maka peneliti melakukan langkah-

langkah berikut :

1. Penelitian Lapangan, yaitu penelitian

lapangan dilakukan untuk memperoleh

data primer maupun sekunder, selain

melakukan pengamatan langsung pada

objek penelitian juga mempelajari dan

mencatat setiap gejala yang tampak

sesuai dengan permasalahan yang

diteliti.

2. Telaah pustaka, yaitu penelitian ini

bermaksud untuk memperoleh teori-

teori serta bahan-bahan yang dapat

dijadikan landasan teori bagi penelitian,

teori dan pendapat para ahli dikutip dan

disebut sumbernya untuk menjadi

pendukung dalam penelitian ini.

B.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data untuk

mengungkapkan masalah yang diteliti

dapat diperlukan suatu teknik

pengumpulan data sehingga data yang

diperoleh relevan dengan maslah yang

diteliti. Menurut Nawawi (1991:94) maka

sebagian dari teknik pengambilan data

tersebut dianggap relevan dengan jenis

data penelitian.

1. Observasi, yaitu cara mengumpulkan

data dengan pengamatan secara

langsung (pananca indera) terhadap

kegiatan pekerjaan untuk mengetahui

keadaan yang sebenarnya.

2. Wawancara, yaitu cara yang digunakan

pendekatan untuk mengumpulkan data

atau keterangan lisan dari seseorang

yang disebut responden melalui suatu

percakapan yang sistematis dan

terorganisasi.

3. Dokumentasi, yaitu cara untuk mencari,

mengumpulkan dan mempelajari

dokumen-dokumen, surat-surat, buku-

buku, foto-foto dan laporan tertulis

yang berhubungan dengan

permasalahan yang diteliti.
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B.3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini diambil

secara purposive. Ini dilakukan karena

peneliti ingin mencari informasi sedalam-

dalamnya dan selengkap-lengkapnya

mengenai permasalahan perdagangan

manusia terutama perempuan dalam

implementasi tentang pencegahan dan

pemberantasan perdagangan manusia di

Kota Pontianak sehingga dapat dicari jalan

keluarnya.

Adapun yang menjadi subjek dalam

penelitian ini berikut :

a. Petugas Badan Pemberdayaan

Masyarakat, Perempuan, anak dan

Keluarga Berencana Kota Pontianak.

b. Petugas Kepolisian Polresta Kota

Pontianak.

c. Informan (Korban Trafficking)

Adapun yang menjadi objek dalam

penelitian ini adalah data trafficking pada

Badan Pemberdayaan Masyarakat,

Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana

Kota Pontianak terhadap perdagangan

manusia khususnya perempuan di Kota

Pontianak. Serta informasi trafficking pada

instansi dan lembaga tersebut yang

menurut peneliti penting dalam melakukan

penelitian.

B.4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis

menggunakan pengolahan data melalui

analisis kualitatif. Suatu analisis

berdasarkan data yang diperoleh dan

selanjutnya dikembangkan dalam pola

hubungan tertentu.

Menurut Ulber Silalahi (2010:339)

Anallisis data kualitatif adalah data

kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-

kata dan bukan rangkaian angka serta tidak

dapat disusun dalam kategori-

kategori/struktur klasifikasi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah

Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor

07 Tahun 2007 Bab III Pasal 4 ayat 1.

Pemerintah Provinsi, Pemerintah

Kabupaten/Kota, Masyarakat dan Keluarga

wajib mencegah terjadinya perdagangan

manusia. 2. Pemerintah Provinsi wajib

mengambil langkah-langkah untuk

melakukan pencegahan dan penanganan

perdagangan manusia dan

mengkoordinasikan kebijakan, program,

kegiatan dan anggaran dengan Pemerintah

Kabupaten/Kota dalam satu Rencana Aksi

Daerah. 3. Rencana Aksi Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat 2

memuat latar belakang masalah, arah

kebijakan dan program aksi penanganan

pemberantasan perdagangan manusia

terutama perempuan dan anak.

Pencegahan dan pemberantasan

perdagangan manusia pada Badan
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Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan,

Anak dan Keluarga Berencana Kota

Pontianak sudah di implementasikan

melalui berbagai upaya yang dapat

dilakukan oleh Badan Pemberdayaan

Masyarakat, Perempuan, Anak dan

Keluarga Berencana Kota Pontianak.

Adapun tujuan dari program

implementasi Perda No. 07 Tahun 2007

tentang perdagangan manusia adalah untuk

melindungi hak-hak dan kehidupan setiap

warga Negara. Tujuan kebijakan

implementasi program tentang pencegahan

dan pemberantasan perdagangan manusia

di Kota Pontianak pada Badan

Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan,

Anak dan Keluarga Berencana

(BPMPAKB) Kota Pontianak yang

mengacu pada tujuan dari Perda No. 07

Tahun 2007 yaitu untuk menghindari

secara dini terjadinya korban kasus

perdagangan manusia dengan melakukan

tindakan pencegahan, pelayanan,

pengawasan, rehabilitasi dan reintegrasi

sosial.

Banyak upaya yang telah dilakukan

oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat,

Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana

(BPMPAKB) Kota Pontianak dalam

menangani masalah perdagangan manusia

di Kota Pontianak. Hal ini dapat

dicontohkan dalam kegiatan-kegiatan yang

dibuat BPMPAKB Kota Pontianak seperti

memberikan penyuluhan, advokasi, dan

sosialisasi kepada masyarakat, beberapa

upaya yang dilakukan BPMPAKB Kota

Pontianak ini merupakan usaha Pemerintah

untuk mencegah dan memberantas

perdagangan manusia demi

menyelamatkan masyarakat dari ancaman

dan bahaya perdagangan manusia

(trafficking).

D. KESIMPULAN

Berdasarakan hasil penelitian dan

pembahasan yang telah dijelaskan pada

bab sebelumnya, maka dapat diambil

kesimpulan dari fokus penelitian

“Implementasi Program Pencegahan dan

Pemberantasan Perdagangan Manusia di

Kota Pontianak  pada Badan

Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan,

Anak dan Keluarga Berencana Kota

Pontianak” adalah berikut :

1. Tujuan implementasi pencegahan dan

pemberantasan perdagangan manusia di

Kota Pontianak untuk melindungi hak-

hak perempuan serta untuk

kesejahteraan hidup masyarakat dan

menghindari terjadinya korban

perdagangan manusia secara dini pada

Badan Pemberdayaan Masyarakat,

Perempuan, Anak dan Keluarga

Berencana Kota Pontianak.

2. Sumber daya manusia yang khusus

menangani perdagangan manusia pada
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Badan Pemberdayaan Masyarakat,

Perempuan, Anak dan Keluarga

Berencana Kota Pontianak yakni

Kasubbid Pemberdayaan Perempuan

yang menangani korban perdagangan

manusia ini masih minim yang

berakibat pada tidak maksimalnya

pencegahan dan pemberantasan serta

penanganan korban kasus perdagangan

manusia.

3. Komunikasi yang dilakukan oleh

Kasubbid Pemberdayaan Perempuan

pada Badan Pemberdayaan Masyarakat,

Perempuan, Anak dan Keluarga

Berencana Kota Pontianak dalam

mengkoordinasi pencegahan dan

pemberantasan serta penanganan korban

kasus perdagangan manusia dengan

instansi terkait masih lemah.

4. Disposisi atau sikap pelaksana pada

Badan Pemberdayaan Masyarakat,

Perempuan, Anak dan Keluarga

Berencana Kota Pontianak tidak

menekankan pada kecakapan khusus

namun kecakapan sangat diperlukan,

kecakapan pelaksana didapat melalui

pelatihan dan sosialisasi program.

5. Kondisi Lingkungan sosial dan

ekonomi dalam implementsi program

pencegahan dan pemberantasan

perdagangan manusiadi Kota Pontianak

yang dilakukan oleh Kasubbid

Pemberdayaan Perempuan Badan

Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan,

Anak dan Keluarga Berencana Kota

Pontianak masih stabil atau baik dan

program masih berjalan.

E. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah

diungkapkan di atas, maka peneliti

memberikan beberapa rekomendasi untuk

implementsi tentang pencegahan dan

pemberantasan perdagangan manusia,

yaitu :

1. Pembentukan Unit Pelayanan Terpadu

dari Pemerintah Kota yang dibina oleh

Badan Pemberdayaan Masyarakat,

Perempuan, Anak dan Keluarga

Berencana Kota Pontianak untuk

mempermudah masyarakat terutama di

Kecamatan, Kelurahan dan Desa untuk

mempermudah pelaporan masyarakat

yang terkena kejahatan tindak

perdagangan manusia dan sebagai

informasi untuk daerah rawan

perdagangan manusia.

2. Pelatihan sumber daya dari masing-

masing dinas/lembaga yang menangani

korban perdagangan manusia,

mengembangkan kapasitas melalui

pelatihan bagi pengurus, pendamping

dan petugas lainnya yang terkait dengan

pencegahan dan pemberantasan serta

penanganan korban perdagangan

manusia.

84
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3. Adanya penyuluhan tentang

perdagangan manusia tidak hanya

kepada aparatur pemerintahan saja

tetapi juga kepada berbagai kalangan

masyarakat termasuk mahasiswa serta

pelajar diantaranya melalui komunikasi

dan pendidikan nonformal terutama di

Kelurahan dan di Desa-desa.

4. Adanya prosedural komunikasi dan

koordinasi antar instansi terkait dan

mitra kerja untuk pemberdayaan

perempuan yang disepakati bersama

dalam membentuk informasi secara

bekerjasama dalam penanganan maupun

pencegahan dan pemberantasan

perdagangan manusia.

F. KETERBATASAN PENELITIAN

Dari penenlitian yang dilakukan di

lapangan, hal yang menjadi keterbatasan

dalam penelitian adalah subjek penelitian

tidak sepenuhnya memberikan informasi

tang dibutuhkan, sehingga peneliti hanya

mengetahui sebagian saja informasi yang

berkaitan dengan penelitian. Selain itu data

yang dibutuhkan tidak lengkap diberikan

oleh pihak pegawai atau petugas kantor,

sehingga data tidak bisa sepenuhnya

maksimal.
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